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BUPATI PADANG PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN

NOMOR　都塵/KEP/BPP/2019

TE NTANG

DEWAN SMART CITY

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

a. bahwa Smart City merupakan konsep pemanぬatam

TeknoIogi Informasi dan Komunihasi secara efektif dan

efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada

maayarakat ;

b. bahwa untuk e掃kt班tas perencanaan dan peraLnCangan

Serta PerCePatan Pembangunan dalam implementasi

Padang Pariaman Smart City maka pe血u dibentuk

Dewan Smart City Kabupaten Padang Pariaman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pe轟u

menetapkan Keputusan Bupati tentang Dewan Smart

City Kabupaten Padang Pariaman;

1. Undang-Undang Nomor 12　Tahun 1956　tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia TaLhun 1956
Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor　49　Tahun 1999　tentang

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999
Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesi Nomor 3898) ;

3. Undang-Undang Nomor 12　Tahun　2OO2　tentang

Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tchun

20O2 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4 187);

4. Undang-Undang Nomor　25　Tahun　2004　tentang

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Ne鋳m

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor lO4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

5. Undang-Undang Nomor　33　Tahun　2004　tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun　2004　Nomor 126, Tambahan

Lembaran Ne鏡m Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6. Undang-Undang Nomor ll Tahun　2008　tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

Repu耽k Indonesia T狐un 2008 Nomor 58, Tambahan

lJembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;

7・ Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2014　tentang

Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun　2014　Nomor　244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor　5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor　23

Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negrm Repubnk Indonesia Tahun　2O16　Nomor　58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 198O tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Padang (Lembara皿　Ne鏡m RepubⅢc Indonesia Tahun

1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repub撤c

Indonesia Nomor 3 164);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun　2008

Nomor　21, Ta皿bahan Lembaran Negara Repubfik

Indonesia Nomor 4817;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012　tentang

モモnyelenggaraan Sistem dan　′rrans鼠ksi ElektIOhik

(Lembaran Negara RepubHk Indonesia Tahun　2O12

Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5348) ;

11.Peraturan H℃Siden Nomor　2　Tahun　2O15　tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2015-2019;

12. Peratura虹Menteri DalaLm Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 21

Tahun 201 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Nege轟NOmOr 86 Tanun 201了

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan JangぬPa可ang Daerah Dan Rencana

Pembangu・nan Jangka Menengah Daerah’Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

PaI事ang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana KeIja Pemerintah

Daerah ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Parianan Nomor

5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Padang Pariaman 20 1 O-2030;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor

lO Tahun　2O16　tentang Pembentul掘n dan Susunan

Perangkat Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor

4　Tahun　2018　tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun

2016　tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun

2016-202 1;

18. Peraturan Daerah Kabupaten fadang Pg正aman Nomor

12　Tahun　2O18　tenta皿g Anggaran Pendapatan dan

Belarja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun

Anggaran 2O 19;

19. Peraturan Bupati Padang Pariam弧しNomor　59　Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tuga,S

dan Fungsi serta Tata Ke重ja Dinas Komunikasi dan

Informatil姐Kabupaten Padang Pariaman;

20. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 42 Tahun

2O18　tentang Per可abaran Angganm Pendapatan dan

Bela巧a Daerah Kabupaten Padang Pz血anan Tahun

Angga鰐Ln 2019;

MEMUTUSKAN :

Dewan Smart City Kabupaten Padang Pariaman dengan

SuSunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Dewan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam

lamplran I dan lamplran II yang merupakan bagian tidak

texpisahkan dari Keputusan Bupati ini・

Dewan Smart City Kabupaten Padang Pariaman

Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut :

a. memberi masukan terhadap kebijakan umum dan

arahan strategis pembangunan, RI:UPD dan RI:UMD

Kabupaten Padang Pariaman ;

b. menetapkan Standar Pelayanan Smart City di

Kabupaten Padang Pariaman; dan

C. melal狐kan monitoring evaluasi dan rekomendasi

terhadap implementasi Smart City.

Dewan Smart City Kabupaten Padang Pariaman dalam

melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

dan bertanggung 」aWab melporkan kegiataLn kepada

Bupati Padang Pariaman melalui Sekretaris Daerah

Kabupaten Padang Pa五aman.



KELIMA

KEENAM

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Angga鵬m

Pendapatan dan Belar可a Daerah Kabupaten Padang

Pahaman T址lun Anggaran　2019　pada kegiatan

Pengembangan E-gOV dan Implementasi Smart City

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Dengan Nomor

Rekening (2.1O.2.10.01.19.17.5.2.1.Ol.O3).

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

dite tapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang

ALI MUKHNI

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

上∴Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia d王Jakarta;

2. Gubemur Sumatera Barat di Padang;

3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dacrah Kab Padang Pariaman

di Parit Malintang ;

4. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit malintang ;

5. Sdr. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN

NOMOR　　/KEP/BPP/20 19

TANGGAL　　　　　　　　　2 O 1 9

TENTANG

DEWAN SMART CITY KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DEWAN SMART CITY

TUGAS NAMA JABATAN/INSTANSI

Ketua Dewan ati Padan Pariaman

Wakil Ketua I Wakil Bupati Daerah Kabupaten Padang

軸aman

Wakil Ketua II Sekretaris Daerah Kabu aten Padan Paham倫皿

S ekretari s Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

aten Padan Pariaman

Wakil Sekretaris I Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Padang

Pariaman

Wakil Sekretaris II ala Badan Pen elolaan Keuan an Daerah

Anggo ta

Pakar / prakti si

1. Surfa Yondri, ST,SST,M.Kom (Direktur

Politeknik Ne eh Padan

2. Ir. H. Krismadinata, MT.Ph.D (Dosen

Universitas Ne eri Padan

3・ Dr. Yuhandri. M.Kom (Dosen Universitas Putra

Indonesia Yayasan Perguruan Tinggi Komputer

Pad an

4. Dr. Yuhefizar. M.Kom (Dosen Politeknik Negeri

Padan

5. Prof. Dr. Duski Samad (Dosen UIN Imam Bonjol

Padan

6. Prof. Dr. Elfiendri. SE.MA (Dosen fakultas

Ekonomi UNAND Padan

7・ Dr. Asrinaldi. M.Si (Dosen Fakultas Fisipol

UNAND Padan

8. General Mana er PT icon + Sumatera Barat

9. KEPALA caban bank BNI lubuk alun

10　KEPALA caban bank Na ari lubuk alun

Anggota Perangkat

Dae rah

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Padang Pariaman

2. KepaぬDinas Peke重jaan Umum dan Pe血ataan Ruang

aten Padan Pa宣子a皿a皿

3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang

Pa血nan

4. Kepala Dinas Satuan Polisi Pa皿Ong Praja dan

Pemadam Kebakaran Kabu aten Padan

5. Kepa]a Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Pe亜ndun an Anak Kabu aten Padan Paria皿an

6. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

aten Padan

7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan

Kawasan Pe皿ukiman dan Pertanahan Kabupaten

Pariaman

KeDala Dinas P



9.Kepa血DinasPe血ubunganKabupatenPadang 

Pariaman 

10.KepalaDinasPerdaganganTenagaKe車aKoperasi 

danUsahaKecilMenengahKabupatenPadang 

Pa血卸町a皿 

11.Kepa血DinasPenanamanModalPelayananTerpadu 

danPerindustrianKabupatenPadangPari釦皿an 

12・KepalaDinasPerikananKabupatenPadang 

PariaL血an 

13.KepaぬDinasPariwisataPemudadanOlahraga 

KabupatenPadangPariaman 

14.KepalaDinasPertaniandanKetahananPangan 

KabupatenPadangParia皿an 

15.KepalaDinasPemberdayaanMasyarakatdanDesa 
KabupatenPadangPariaman 

16.Kepa血DinasPetemakandanKesehatanHewan 

KabupatenPadangPa轟aman 

17.KepalaD血asKearsipandanPerpustakaan 

KabupatenPadangPariaman 

18・Kepa]aBadanKepegawaiandanPengembangan 

SumberDayaManusiaKabupatenPadangPariaman 

19.AsistenAdministrasiPembangunanSekretaJ血t 

DaerahKabupatenPadangPariaman 

20.AsistenAdministrasiPemerintahanSekretariat 

DaerahKabupatenPadangPariaman 

21.AsistenAdministrasiUmumSek重℃tariatDaerah 

KabupatenPadangPariaman 

22.KepalaKantorKesbangpoIKabupatenPadang 

Paha皿an 

23.KepalaBagianPemerintahanSekretariatDaerah 

KabupatenPadangPariaman 

24.KepalaBagjanHukumSekretariatDaerah 
KabupatenPadangPariaman 

25.Kepa血BagianHumasSekretariatDaerah 

KabupatenPadangPariaman 

26.KepahBagianPBJSekretariatDaerahKabupaten 
Padan容Pariaman 

27.KepalaBagianOrga血sasidanRBSekretariat 

DaerahKabupatenPadangPariaman 

28.KepalaBagianKesraSekretariatDaerahKabupaten 

PadangPa血aman 

29.KepalaBagianUmumSekretariatDaerah 
KabupatenPadangPariaman 

3O.KepalaBagianKeuanganSekretariatDaerah 
KabupatenPadangPariaman 

31.KepalaBagianPembangunan缶sikdanprasara皿a 

SekretariatDaerahKabupatenPadangPariaman 

32.KepalaBagianPembangunanekonomiSekretariat 
KabupatenPadangPariaman 

33.DirekturRSUDKabupatenPadangPa血nan　　! 
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LAMP賞RAN II

KEPUTUSAN BUFATI PADANG PARRAMAN

NOMOR　3/G /KEP/BPP/2019

TANGGAL　2牛　Mei　　　2O19

TE NTAN G

DEWAN SMART CITY KABUPATEN PADANG PARTAMAN

BESARAN HONORARIUM

No �TUGAS �Honorarium 

l �Pengarah �Rp.1.10O・OOO,-(Satu　juta 

SeratuSribumpiah)/kegiatan 
2 �KetuaDewan �Rp.1.OOO・OOO,-(Satujuta 

rupiah)/kegiatan 

3 �WakilKetua �Rp.9OO.OOO,-(Sembilanratus 

riburupiah)/kegiatan 

4 �Sekretaris �Rp.90O.00O,-(Sembilanratus 

riburupiah)/kegiatan 

5 �WakilSekretaris �Rp.900.OOO,-(Sembilanratus 

ribumpiah)/kegiatan 

6 �Anggotapakar/praktisi �Rp・7OO.OOO,-(T巾uhratus 

riburupiah)/kegiatan 

7 �Anggotaperangkatdaerah �Rp・7OO.OOO,-(Tujuhratus 

riburupiah)/kegiatan 

AIJ MUKHNI


